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g AN L s T LU i i ang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
: ‘»ﬁ:ﬁ ~ Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 15
s SR R L R SR mm Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor s
.~ 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14

] 3 +%e 4438); 3
(—? A 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
2 | Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia 7 ol
Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20006, tentang
Perlindungan Saksi dan korban (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 19);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4928);

- 10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
( Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5080),;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan
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Indonesia Nomor 4604] b Lo
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun :m'f ﬂ
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Rept
Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lemt-mn' Lo 2o
Negara Republik Indonesia Nomor 4768), j :.'r"v'f 30

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban Tindak
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6131),;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebiakan
Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan,

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak,

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator
Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Mentern Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Pembangunan Keluarga;

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi
Hak-Hak Anak,

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun

2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi,
Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

Penetapan aktivis atau Relawan Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebut dalam Lampiran
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Masyarakat (PATBM) scbagaimana dimaksud pada |
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SATU mempunyai tugas BN

| e
1. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan an ;T’%
2. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumen kegiatan
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berkaitan dengan perlindungan anak; SR
J. Melaksanakan publikasi/sosialiasasi/kampanye L angte
kekerasan /promosi hak anak;

4. Melaksanakan tugas-tugas lain  yang ditetapkan oleh ”

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Republik Indonesia Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (PATBM); dan R4
5. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Melaksanakan
tugas-tugas lain vang ditetapkan oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
(PATBM) Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari,
Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir

Selatan dan yang lain sah.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sago Salido
Pada tanggal 17 Maret 2022

WALI NAGARI 'SAGO SALIDO
- ™ 'J':-.

(SYAFRIADI, B, S.T)
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PENETAPAN AKTIVIS ATAU RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK
TERPADU BERBASISMASYARAKAT (PATBM) NAGARI SAGO SA

KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2022 SAMPAI DEN GAN 202%. 3

Penetapan AknvuhmkeldemdmgmM&':,?‘. i

Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Nagan Sago Salu j‘f 1. A A
Kecamatan IV Jurai Tahun 2022 Sampai Dengan 2024 S
s ;ri;*r‘;:;.* i e S

No |. Nama Jabatan
1. | SYAFRIADI, B. S.T i
Wali Nmﬂ ' IR eI ) R
Sago Salido , e e 0
' 2. | HEN ARIF BOY, S.H, M.H Dt Rajo Penasehat | mEy ..
Alam Nan Putiah Ketua - £
BAMUS i
Nﬂgﬂﬂfﬂs‘? o6
Sﬂ.u 0- - i ‘:‘i v
3. | AHMAD ASDI, M.Pd ' Pembina Kampung Karang Sago | ks
Sekolah MAN :
| 2PESSEL | A S
4 7 YUSRA MARDIALI, S.Pd Ketua Kampung Sianik
. ' - e — ————'I
5. | ZIDNI ILMAN NAFT’AN, S.H.I, M.A Wakil Ketua | Kampung Baru Sago
= - FRT AR
6. | DESI MARNI, S.Pd Sekretaris Kampung Baru Sago i
7. | MURNI, S.Pd Bendahara Kampung Sianik
8. | DASRIKO, S.Pd Anggola Kampung Baru Sago |
i 9. | IHKSAN DINUL HIDAYAH, S.Pd Anggola | Kampung Karang Sago |
./ 10. | RAHMAD GUNAWAN, S.Pd | Anggota | Kampung Baru Sago
11. | RIA FEBRIDA YANTI, S.Pd.] Anggota Kampung Sianik
12. 'LANDRI GUSHENDRA ' Anggota Kampung Sianik
WALI NAGARI SAGO SALIDO

. (SYAFRIADI, B. S.T)
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